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ABSTRAK

Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
menjadi dasar utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.
Sebagai bukti nyata, pemerintah pusat memberikan Dana Keistimewaan
kepada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang regulasi nya tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji sistem pengelolaan serta akuntabilitas pengelolaan Dana
Keistimewaan DIY dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah,
sekaligus mengukur kontribusinya terhadap pembangunan wilayah dan
pelaksanaan kewenangan istimewa yang dimiliki DIY. Penelitian ini
menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang
dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif dan analisis regulasi. Data
penelitian bersumber dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-
undangan, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan.
Teknik analisis yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan triangulasi
sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana
Keistimewaan telah terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Program ini meliputi bidang pengembangan budaya daerah,
penataan ruang wilayah, pengelolaan tanah, penguatan kelembagaan, dan
pengisian jabatan kepala daerah. Program tersebut memberi dampak
positif bagi pelestarian warisan budaya lokal, penguatan aparatur
organisasi, dan percepatan pembangunan wilayah DIY. Namun demikian,
masih terdapat beberapa tantangan berupa ketidakseimbangan pembagian
pembangunan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
program.

ABSTRACT

The financial relationship between the central government and local
governments is the main basis for fiscal decentralisation in Indonesia. As a
tangible example, the central government provides the Special Region of
Yogyakarta (DIY) with Special Funds, the regulations of which are set out
in Law Number 13 of 2012. This study aims to examine the management
system and accountability of the Special Funds for DIY in the context of the
financial relationship between the central government and the regional
government, while also measuring its contribution to regional development
and the implementation of the special powers held by DIY. The study
employs a qualitative research method with a literature review approach,
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analysed using descriptive qualitative and regulatory analysis. The
research data is sourced from secondary materials in the form of
legislation, scientific journals, government reports, and policy documents.
The analysis techniques used were document study and triangulation of
data sources. The findings of the study show that the management of the
Special Funds has been integrated into the system of the State Revenue and
Expenditure Budget (APBN) and the Regional Revenue and Expenditure
Budget (APBD). The programme covers the development of regional
culture, spatial planning, land management, institutional strengthening,
and the appointment of regional heads. The programme has had a positive
impact on the preservation of local cultural heritage, the strengthening of
organisational apparatuses, and the acceleration of development in the DIY
region. However, there are still some challenges in the form of imbalanced
development and limited community involvement in programme
monitoring.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia berjalan dengan adanya keterkaitan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, hubungan tersebut memiliki
peranan yang sangat penting bagi daerah, di mana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan
mengelola keuangan mereka sendiri. Dengan sistem desentralisasi fiskal, diharapkan proses
pengambilan keputusan bisa lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil
lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di tingkat lokal. Kebijakan ini juga bertujuan untuk
meningkatkan kinerja pemerintah daerah, memperkuat kebebasan daerah, dan meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana transfer disalurkan
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu menjalankan pemerintahan,
memberikan layanan publik, dan meratakan pembangunan di seluruh wilayah. Skema transfer ini
juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah ketika Pendapatan Asli
Daerah (PAD) terbatas. Namun, situasi ini tidak berlaku sama di semua daerah di Indonesia.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil disesuaikan dengan kondisi
geografis, sosial, dan budaya di setiap daerah. Salah satu daerah yang memiliki status khusus
adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2012 mengenai Keistimewaan DIY. Undang-undang ini memberikan hak istimewa dalam hal
pemilihan pemimpin daerah, pengelolaan lembaga, kebudayaan, pertanahan, dan perencanaan tata
ruang. Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan ini, pemerintah pusat memberikan dana khusus

yang disebut Dana Keistimewaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal
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ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah bukan hanya umum, tetapi
juga bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.

Pada tahun anggaran 2025, dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta
ditetapkan sebesar Rp1 triliun. Dana ini berhasil digunakan hingga 98,12% atau sekitar Rp981,2
miliar, sehingga tersisa sekitar Rp18,7 miliar yang belum dipakai. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, menjelaskan bahwa sektor
kebudayaan menjadi bidang dengan tingkat realisasi paling tinggi, baik secara fisik maupun
keuangan, meskipun pengelolaan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Jogja masih perlu
ditingkatkan. Sementara itu, sektor pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti
keterlambatan penerbitan Surat Perintah Setor (SPS), proses verifikasi hasil pengukuran oleh
kantor pertanahan, ketidaksesuaian data spasial pada sertifikat setelah validasi elektronik, serta
terbatasnya waktu pengarsipan karena peta bidang tanah baru diterbitkan pada akhir tahun
anggaran. Sementara itu, di sektor tata ruang, program pengadaan sarana dan prasarana tidak bisa
dijalankan karena barang yang telah direncanakan tidak tersedia dalam e-katalog.

Selain menghadapi masalah administratif dan teknis, pengelolaan Dana Keistimewaan juga
menghadapi isu ketidakmerataan pembangunan di daerah DIY. Pembangunan dan kegiatan
ekonomi masih lebih banyak terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di sisi lain,
wilayah seperti Gunungkidul dan Kulon Progo masih mengalami kekurangan infrastruktur, akses
layanan publik, dan kesempatan ekonomi untuk masyarakatnya. Keadaan itu menunjukkan bahwa
manfaat dari pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata di semua daerah di DIY.
Dalam konteks ini, Dana Keistimewaan seharusnya tidak hanya ditujukan untuk menjaga budaya
dan memperkuat identitas daerah, tetapi juga harus diarahkan untuk membantu pemerataan
pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan begitu, pengelolaan Dana
Keistimewaan sangat penting untuk mendorong pembangunan yang lebih adil dan melibatkan
masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Telah dilakukan berbagai penelitian mengenai Dana Keistimewaan DIY dengan fokus yang
beragam. Dewi dan Nuriyatman (2017) membahas efektivitas Undang-Undang Keistimewaan DIY
dalam mendukung pengelolaan pemerintahan daerah dan memperkuat hak-hak khusus DIY. Astuti

dan Triputro (2022) meneliti peran Dana Keistimewaan dalam membantu pelaku budaya serta

270


https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki

Jurnal Ekonomi kreatif Indonesia, Volume 4 No. 3 August 2026, 268- 282

Jurnal EKonomi Kreatif Indonesia
Journal homepage:
https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki

Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia

ISSN ONLINE : 2986-6049

melestarikan nilai-nilai budaya lokal Yogyakarta sebagai identitas daerah. Sementara itu, Kariem
(2021) mengkaji peran DPRD DIY dalam mengawasi pengelolaan Dana Keistimewaan sebagai
bentuk check and balances dalam tata kelola pemerintahan daerah, sedangkan Thontowi (2019)
membahas dampak Undang-Undang Keistimewaan terhadap kesejahteraan masyarakat di DIY.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas aspek kelembagaan, budaya,
pengawasan, dan kesejahteraan masyarakat, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme
hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan Dana
Keistimewaan masih terbatas. Penelitian terdahulu cenderung berfokus pada implementasi
kebijakan dan dampak sosial Dana Keistimewaan, sementara aspek hubungan keuangan
antarpemerintah belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, Dana Keistimewaan
merupakan bentuk hubungan fiskal khusus dengan penggunaan yang telah ditetapkan untuk
mendukung kewenangan tertentu di DIY (Sakir & Mutiarin, 2015).

Berdasarkan kondisi tersebut, novelty penelitian ini terletak pada analisis mekanisme
hubungan fiskal dalam pengelolaan Dana Keistimewaan, khususnya terkait proses transfer dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta akuntabilitas
pengelolaan fiskal dalam pelaksanaan kewenangan khusus DIY. Dalam pelaksanaannya, Dana
Keistimewaan diatur melalui sistem perencanaan dan penganggaran daerah dalam APBD sehingga
memerlukan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan rencana pembangunan daerah.
Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas aspek administratif Dana Keistimewaan,
tetapi juga mengkaji bagaimana pengelolaan dana tersebut mencerminkan hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang efektif, akuntabel, dan mendukung
pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat cara pengelolaan Dana
Keistimewaan dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Penelitian ini berfokus pada analisis aturan yang mengatur Dana Keistimewaan, cara distribusi
dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), penggunaan dan prioritas alokasi dana, serta dampaknya pada pembangunan

daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Dana
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Keistimewaan dapat mencerminkan hubungan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah, serta mendukung pelaksanaan kewenangan khusus di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian ini juga membahas perkembangan kebijakan fiskal, baik di tingkat nasional
maupun daerah, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai
pengelolaan Dana Keistimewaan serta dampaknya pada pembangunan daerah dan pelestarian nilai-
nilai khas di DIY.

Pengelolaan Dana Keistimewaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk
kewenangan khusus daerah, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai seberapa baik
pengelolaan pemerintahan daerah dan seberapa efektif hubungan keuangan antara pemerintah
pusat dan daerah. Penggunaan Dana Keistimewaan mencakup penguatan institusi, pelestarian
budaya, pengelolaan tanah, dan penataan ruang yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal khas
Yogyakarta. Penentuan prioritas dalam penggunaan dana sangat penting agar manfaatnya bisa
dirasakan oleh masyarakat dan dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain
itu, keberhasilan pengelolaan Dana Keistimewaan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah
daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana tersebut. Dengan
adanya sistem pengawasan yang baik melalui audit, penilaian kinerja, dan partisipasi masyarakat,
penggunaan Dana Keistimewaan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada
pemerintah pusat maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam
mengambil keputusan terkait pengelolaan Dana Keistimewaan di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peranan
penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Melalui sistem tersebut, pemerintah
daerah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan serta sumber daya
daerah secara mandiri guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Ketentuan mengenai hubungan keuangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang
menjelaskan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah bertujuan menciptakan
pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, serta memperkuat

kapasitas keuangan daerah.
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Salah satu bentuk hubungan keuangan khusus antara pemerintah pusat dan daerah dapat
dilihat melalui pemberian Dana Keistimewaan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dana tersebut dialokasikan
untuk mendukung bidang kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara
pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur (Kholik, 2022). Dana Keistimewaan tidak hanya
berfungsi sebagai dukungan pembangunan daerah, tetapi juga menjadi sarana dalam menjaga
identitas budaya dan nilai khas Yogyakarta.

Penelitian (Tanjung et al., 2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Keistimewaan
DIY periode 2013-2017 memberikan dampak positif terhadap pengembangan kebudayaan dan
penguatan kelembagaan daerah, serta menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar
penyaluran anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, (Sahaludin & Rahman, 2023)
menemukan bahwa masyarakat memberikan respons positif terhadap program kebudayaan yang
didanai melalui Dana Keistimewaan karena dinilai mampu melestarikan budaya lokal sekaligus
meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas
untuk merencanakan dan mengawasi pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan daerah. (Christia et
al., 2019) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan komponen utama otonomi daerah
yang bertujuan mendorong kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui pengelolaan keuangan yang optimal. Selain itu, pengelolaan Dana Keistimewaan juga
harus dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance yang mencakup transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Mardiasmo (2021) menyatakan
bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar penggunaan anggaran dapat
dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penelitian (Tjahjanto et al., 2024) menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan DIY
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membantu mengurangi
kesenjangan pembangunan antarwilayah di DIY. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Dana
Keistimewaan tidak hanya mendukung kewenangan khusus daerah, tetapi juga berpengaruh
terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan berbagai penelitian

terdahulu, penelitian ini menggunakan teori desentralisasi fiskal dan good governance sebagai
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landasan analisis dalam mengkaji pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, khususnya terkait
hubungan keuangan pusat dan daerah, akuntabilitas pengelolaan dana, serta dampaknya terhadap
pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan riset literatur (/ibrary
research). Pendekatan ini dipilih karena dianggap dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang tata kelola dan akuntabilitas dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dan Pemerintah Daerah Khusus Yogyakarta (DIY) dalam pengelolaan Dana Keistimewaan.
Dengan pendekatan ini, peneliti mempelajari berbagai konsep, kebijakan, dan teori yang berkaitan
dengan desentralisasi fiskal secara lebih menyeluruh. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif, yaitu cara analisis yang dilakukan dengan menafsirkan berbagai data dan
informasi dari literatur secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap mengenai
fokus penelitian.

Penelitian ini menekankan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY sebagai jenis hubungan
keuangan antara pemerintah yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem desentralisasi fiskal
di Indonesia. Pembahasan ini berfokus pada cara pengelolaan, proses penyaluran dana, penggunaan
anggaran, serta bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan khusus DIY. Selain
itu, penelitian ini juga membahas beberapa isu penting, seperti transparansi dalam pengelolaan
dana, efektivitas penggunaan anggaran, dan hubungan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat
dan daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab.
Dengan kata lain, pengelolaan dana tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari
seberapa baik kebijakan tersebut dapat berjalan seiring antara pusat dan daerah.

Informasi yang mendukung penelitian ini berasal dari data sekunder yang didapat dari
sumber-sumber yang dapat dipercaya, seperti artikel jurnal ilmiah, buku, undang-undang, dokumen
kebijakan, laporan pemerintah, serta situs resmi lembaga terkait. Pemilihan sumber dilakukan
dengan memperhatikan relevansi, kevalidan, dan kredibilitas informasi tersebut terhadap topik
penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat bahasan tentang desentralisasi fiskal,
hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, sehingga

analisis yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan tidak hanya berdasarkan asumsi. Validasi
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data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan informasi dari berbagai literatur, undang-undang, laporan pemerintah, dan
dokumen kebijakan resmi, untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan kredibilitas data yang
digunakan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap sumber-sumber yang
relevan agar interpretasi yang dihasilkan tetap objektif dan sesuai dengan fokus penelitian.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi yang terdiri dari
beberapa langkah. Langkah pertama adalah mencari berbagai literatur melalui database jurnal
akademik, repositori perguruan tinggi, dan situs resmi pemerintah untuk mendapatkan informasi
yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, informasi yang diperoleh diidentifikasi dan
dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan
pengelolaan keuangan daerah. Langkah berikutnya adalah meninjau dan membandingkan berbagai
sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang digunakan. Setelah semua data
terkumpul, analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu
pengurangan data, penyajian data, penafsiran data, dan penyusunan kesimpulan. Selain analisis
deskriptif kualitatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis regulasi untuk meneliti
berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Keistimewaan DIY. Analisis regulasi
ini dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menafsirkan isi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
khususnya peraturan tentang kewenangan istimewa DIY dan pengelolaan Dana Keistimewaan.
Pada tahap pengurangan data, peneliti menyaring informasi yang benar-benar relevan dengan
tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi data berdasarkan tema yang diangkat agar
proses analisis lebih teratur. Data kemudian disusun dalam bentuk narasi yang mudah dimengerti
dan dianalisis. Proses penafsiran dilakukan dengan menghubungkan hasil yang ditemukan dengan
teori dan kebijakan yang relevan, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang
memberikan pemahaman menyeluruh tentang pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regulasi Pengelolaan Dana Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Peraturan perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan DIY tidak

hanya mengatur status khusus Yogyakarta, tetapi juga menjadi dasar penerapan desentralisasi

275


https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki

Jurnal Ekonomi kreatif Indonesia, Volume 4 No. 3 August 2026, 268- 282

Jurnal EKonomi Kreatif Indonesia
Journal homepage:
https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki

Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia

ISSN ONLINE : 2986-6049

fiskal asimetris di Indonesia, yaitu memberikan kewenangan dan pendanaan khusus kepada daerah
tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Dengan kebijakan ini, pemerintah pusat
memberikan kewenangan khusus serta dukungan dana melalui Dana Keistimewaan (Danais) agar
DIY dapat menjalankan urusan pemerintahan yang tidak dimiliki daerah lain, terutama dalam
bidang budaya, penataan ruang, pertanahan, kelembagaan, serta mekanisme pengisian jabatan
gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Danais tidak sekadar berperan sebagai bantuan keuangan
daerah, melainkan juga sebagai instrumen fiskal dalam mendukung pelestarian ciri khas budaya
dan menjaga kekhususan politik Yogyakarta dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Akan tetapi, mekanisme pengelolaan Danais menunjukkan bahwa otonomi fiskal DIY
masih terbatas. Pemerintah daerah memang diberi kewenangan untuk membuat program sesuai
kebutuhan daerah, tetapi proses persetujuan anggaran tetap harus melalui evaluasi dari pemerintah
nasional, terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan Danais masih bersifat
sentralistik. Pemerintah pusat masih mengontrol arah penggunaan anggaran, sehingga DIY belum
sepenuhnya mandiri dalam menentukan prioritas pembangunan daerahnya sendiri. Dalam konteks
ini, Danais bisa dipahami sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang masih diawasi ketat oleh
pemerintah pusat (Kariem, 2021).

Dari segi tata kelola, pengelolaan Dana ini sudah cukup sesuai dengan prinsip akuntabilitas
administratif. Hal ini karena dana tersebut dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), disalurkan melalui mekanisme transfer resmi, diawasi oleh pemerintah nasional, serta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, jika dianalisis lebih kritis, efektivitas pengelolaan
Danais belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam
perencanaan dan pengawasan program. Prinsip good governance tidak hanya menekankan
transparansi dan akuntabilitas administrasi, tetapi juga partisipasi warga dalam penetapan
kebijakan pembangunan. Dengan demikian, transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam
pengawasan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan Danais yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, penggunaan Danais masih lebih banyak difokuskan pada program-program

simbolik dan seremonial, terutama di bidang kebudayaan. Berbagai kegiatan budaya seperti
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Festival Kesenian Yogyakarta dan Sekaten memang bisa memperkuat identitas budaya daerah serta
meningkatkan daya tarik wisata. Namun, manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut cenderung
bersifat sementara dan terpusat di area wisata tertentu. Keadaan ini menunjukkan bahwa Danais
belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang dapat mengurangi
ketimpangan antarwilayah di DIY (Arum & Wijaya, 2021).

Analisis Penggunaan Dana Keistimewaan

Menurut Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Gubernur DIY Tahun Anggaran 2025,
pendapatan daerah telah mencapai lebih dari 100% target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi
fisik Danais hingga triwulan III tahun 2025 sudah mencapai sekitar 96%. Dari sisi administrasi,
pencapaian ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran
cukup baik. Tingginya realisasi fisik menunjukkan bahwa sebagian besar program telah berhasil
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Danais secara
administrasi dapat dianggap efektif, karena tingkat realisasi anggaran yang cukup tinggi
(Ramadhani et al., 2024).

Namun, tingginya realisasi anggaran tidak secara otomatis menunjukkan bahwa
penggunaan Danais sudah efektif dalam memberikan dampak pembangunan yang maksimal.
Efektivitas Danais seharusnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak anggaran yang diserap,
tetapi juga dari pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Dalam praktiknya, penggunaan Danais masih lebih banyak terfokus pada sektor budaya dan tata
ruang, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Yogyakarta dan Malioboro. Dampaknya memang
terlihat dari meningkatnya aktivitas pariwisata, pertumbuhan ekonomi kreatif, dan penguatan
identitas budaya lokal. Akan tetapi, manfaat tersebut belum dirasaka oleh masyarakat di daerah
pinggiran seperti Gunungkidul dan Kulon Progo yang masih menghadapi masalah kemiskinan dan
kurangnya infrastruktur (Thontowi, 2019).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Danais dan hasil pembangunan di daerah
masih terbatas pada sektor tertentu dan belum sepenuhnya melibatkan semua pihak. Danais lebih
berhasil dalam memperkuat citra budaya Yogyakarta daripada sebagai alat untuk pemerataan
pembangunan sosial dan ekonomi. Tjahjanto, Fauzi, dan Juanda (2024) menemukan bahwa Danais

belum memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan
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ekonomi di DIY. Dana hanya memengaruhi peningkatan belanja modal, sementara dampaknya
pada pemerataan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Selain itu, adanya Danais menunjukkan bahwa DIY tetap sangat bergantung pada suntikan
dana dari pemerintah nasional. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY meningkat dan
melewati target, berbagai program yang berkaitan dengan kewenangan khusus masih bergantung
pada Danais. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu
menopang kebutuhan pembangunan keistimewaan dengan mandiri. Danais pada dasarnya mampu
memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Daerah DIY dalam menjalankan Kewenangan
Keistimewaan. Namun, berbagai program strategis di DIY sampai sekarang masih sangat
bergantung pada bantuan anggaran asal pemerintah nasional, sehingga tingkat kemandirian fiskal
daerah belum sepenuhnya optimal. Masalah lain yang masih ada dalam pengelolaan Danais adalah
minimnya evaluasi berbasis outcome. Selama ini, keberhasilan pengelolaan lebih sering diukur dari
penyerapan anggaran dan pelaksanaan program, bukan dari dampak nyata terhadap kualitas hidup
masyarakat. Akibatnya, banyak program dianggap berhasil dari segi administrasi, tetapi belum
tentu memberikan perubahan yang nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Sampai sekarang, penggunaan Dana Keistimewaan belum menunjukkan dampak yang signifikan
terhadap penurunan tingkat kemiskinan di DIY jika dibandingkan dengan alat fiskal daerah
lainnya. Ini karena pemanfaatannya masih lebih banyak diarahkan pada sektor kebudayaan dan tata
ruang, daripada pada program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Prioritas Pemanfaatan Dana Keistimewaan

Penggunaan Danais yang dominan di bidang kebudayaan dan tata ruang menunjukkan
bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga identitas khas Yogyakarta sebagai kota budaya.
Secara normatif, langkah ini memang sejalan dengan perintah yang tercancum dalam Undang-
Undang Keistimewaan.. Namun, jika dilihat dari perspektif pembangunan daerah, perhatian yang
terlalu besar pada sektor budaya bisa membuat pembagian anggaran menjadi tidak seimbang.
Sektor lain seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan sumber daya manusia,
dan pengurangan kesenjangan wilayah belum mendapatkan perhatian yang sebanding. Sebagian
besar dana keistimewaan hingga sekarang masih banyak digunakan untuk kebudayaan dan menjaga

identitas daerah. Hal ini membuat dampaknya terhadap masalah sosial dan ekonomi masyarakat,
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seperti kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, belum sepenuhnya maksimal.

Di sisi lain, penggunaan Danais dalam sektor budaya memang memberikan efek positif
bagi perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Berbagai acara budaya yang
didanai oleh Danais dapat menciptakan efek berantai untuk pertumbuhan usaha kecil menengah,
jasa wisata, serta perdagangan lokal, terutama di daerah wisata seperti Malioboro. Astuti dan
Triputro (2022) menjelaskan bahwa Danais membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
budaya dengan cara mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif lokal.

Di bidang tata ruang dan pertanahan, Danais juga memberikan pengaruh yang cukup baik
terhadap pengaturan area strategis serta perlindungan aset Kasultanan dan Kadipaten. Program
sertifikasi tanah dan digitalisasi data pertanahan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya
konflik agraria dan memperjelas status hukum aset daerah. Namun, pelaksanaan program ini masih
mengalami masalah dalam hal birokrasi dan koordinasi antar lembaga, sehingga proses
penyelesaian administrasi pertanahan berlangsung lambat di beberapa daerah (Ramadhani et al.,
2024).

Sementara itu, pengawasan Danais hingga saat ini masih lebih fokus pada aspek
administratif daripada penilaian kualitas manfaat program. Pemantauan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat dan BPK sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan
anggaran. Namun, evaluasi yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengukur dampak
pembangunan secara substantif. Tanjung, Mutiarin, dan Purnomo (2018) menyatakan bahwa
pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan masih lebih mengutamakan kegiatannya dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan belum sepenuhnya berfokus pada hasil pembangunan
masyarakat.

Secara umum, Dana Keistimewaan telah memberikan kontribusi yang penting untuk
pembangunan DIY, terutama dalam menjaga identitas budaya, meningkatkan sektor pariwisata,
dan mendukung pengaturan kawasan strategis. Namun, efektivitas Dana ini dalam menciptakan
pembangunan yang adil dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu
mengarahkan penggunaan Dana ini tidak hanya untuk kegiatan budaya yang bersifat simbolis,
tetapi juga untuk program pembangunan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara lebih luas. Di samping itu, pengawasan dan evaluasi Danais juga harus diperkuat
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dengan melibatkan masyarakat agar pengelolaan Danais benar-benar mencerminkan prinsip tata
kelola yang baik secara menyeluruh (Kariem, 2021).
SIMPULAN DAN SARAN

Temuan kajian mengungkapkan bahwa pengelolaan Dana Keistimewaan DIY
mencerminkan pola hubungan fiskal asimetris antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
di mana sumber pendanaan berasal dari APBN dan disalurkan melalui APBD DIY difokuskan pada
lima bidang keistimewaan, yaitu budaya, pengaturan tata ruang, urusan pertanahan, aspek
kelembagaan, serta proses pengangkatan jabatan gubernur. Secara umum, mekanisme perencanaan
hingga pelaporan dana telah berjalan cukup akuntabel dan transparan, dengan kontribusi nyata
terhadap pengembangan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penataan kawasan strategis.
Kebaruan kajian ini terletak pada analisis Dana Keistimewaan melalui perspektif keuangan pusat-
daerah yang masih jarang dibahas dalam literatur sebelumnya. Meski begitu, pemanfaatan dana
dinilai masih terpusat pada kegiatan seremonial dan kawasan tertentu, sehingga manfaatnya belum
dirasakan merata, khususnya di wilayah pinggiran seperti Gunungkidul dan Kulon Progo.
Keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan dan evaluasi masih harus dioptimalkan.

Ke depannya, pemerintah DIY sebaiknya mengarahkan Dana Keistimewaan pada program
yang lebih produktif, seperti pengembangan ekonomi berbasis budaya, pemberdayaan UMKM di
daerah terpencil, peningkatan infrastruktur nonpariwisata, dan digitalisasi pengelolaan tanah
Kasultanan serta Kadipaten, disertai perluasan forum partisipasi publik berbasis transparansi
digital. Bagi peneliti berikutnya, pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur dampak
dana terhadap pengurangan ketimpangan dan efektivitas pemerataan pembangunan antarwilayah
di DIY.
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